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PENGANTAR EDITOR

oll Helsinki merupakan format dan pedoman baru dalam

penerapan desentralisasi di Provinsi Aceh yang diaktualisasi-

kan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) baik desentralisasi di bidang
pemerintahan, admimistrasi negara, politik maupun bidang-bidang yang
berkalton dengan pelsakanaan pemerintahan dan kekuasaan. Dengan
nhbrnyn pedoman bara berkaitan tentang, desentralisasi, maka diharap-
ko pelnksnnannn desentralisasi di provinsi Aceh berjalan dengan optimal
Qun wlgndfikan sehingga menjawab berbagai persoalan desentralisasi
ks,

Sayn merasa bangga kepada saudara Dr. Rasyidin, S.,Sos. MA, Drs.
Tarmidi Husen, MSP, dan Saudara Muhammad Hasyim, S,.Sos. MSP
yang telah melakukan penelitian tentang penerapan Desentralisasi di
provinel Aceh Pasca Reformasi dan pasca MoU Helsinki, hasilnya telah
mereka tuangkon dalam sebuah buku, sehingga buku tersebut menjadi
telorennt bagl para mahasiswa yang mengambil mata kuliah otonomi
duerah  otou  desentralisasi, atau para peneliti dan pemerhati
dosentralisasi atau otonomi daerah dalam berbagai perspektif. Dalam
buku ini dinyatakan bahwa penerapan desentralisasi di provinsi Aceh
imm'n reformasi dan MoU Helsinki yang mirip dengan model
desentralisasi asimetris seperti yang pernah diterapkan di Scotlandia,
Walew dan Irlandia Utara, dan di spanyol serta di Finlandia pada masa
Immpn. Praktik  desentralisasi  Asimetris di  provinsi Aceh telah
melahivkan berbagai indikator yang menyerupai desentralisasi asimetris
(1 Inggeris, Spanyol dan Finlandia, diantaranya telah dibentuk partai
politik lokal (Parlok) pada Pemilihan Umum kepala daerah dan
pemilihan parlemen daerah atau DPRA dan DPRK di seluruh provinsi
Aceh. Namun, kebijakan desentralisasi yang telah dipraktikkan di
provinsi Aceh masih terdapat berbagai kelemahan dan masih terdapat
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sisi gelap dalam menjalankan berbagai kebijakan dan pemerintahan,
diantaranya telah lahir Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) serta
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota (DPRK) yang memiliki
kualitas rendah.

Akhirnya saya mengharapkan buku ini menjadi salah satu buku yang
berkualitas sehingga menjadi buku referensi atau buku rujukan dalam
pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya otonomi daerah
atau desentralisasi. Aamiin ya rabbal alamin..

Lhokseumawe, Januari 2015

Editor
Drs. Aiyub M. Diah, M.Si.
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PENGANTAR PENULIS

yukur alhamdulilah kami telah dapat menyelesaikan buku ini dengan

Judul Desentralisasi Pasca Reformasi dan MoU Helsinki di Provinsi
Aceh. Buku ini mulanya adalah hasil penelitian yang kami lakukan di
provinsi Aceh setelah terjadi refomasi dan MoU Helsinki. Untuk
kepentingan penerbitan, maka diadakan perubahan pada beberapa
baglan yang tidak dimuat dalam buku ini. Di samping itu penulis
berharap buku Inl menjadi bahan refensi dan buku rujukan bagi para
mahaslswa Hlmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara, dan aktivis yang
ingin mengkaji desentralisasi atau otonomi daerah baik yang berada di
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun provinsi-provinsi yang
berada di seluruh di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi telah lama dikenal di Provinsi Aceh dan negara
Indonestn, baik pada masa kolonialisme Belanda, masa penjajahan
Jupang, masa rezim orde lama (ORLA), masa rezim ode baru (ORBA) dan
masa reformasi bahkan pada masa pasca reformasi. Namun desentralisasi
tersebut  belum mampu memberikan sesuatu yang memuaskan
masyarakat di provinsi Aceh, semuanya berada pada tataran konsep
semata. Misalnya Pada tahun 1959 provinsi mendapatkan julukan sebagai
daerah intimewa dari pemerintah pusat, desentralisasi dimaksud hanya
borada dalam keadaan abstraksi saja. Demikian pula desentralisasi
herdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi

khusus bagl provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga hanya sebagai
retorfka politik belaka

Gempa bumi dan tsunami di provinsi Aceh, merupakan sebuah
mu'jizat bagi Serambi Makkah, maka tanggal 15 Agustus 2005
terwijudlah Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan
di kota Helsinki, Finlandia. MoU ini telah membidani lahirnya Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebuah blue
print terbaru bagi provinsi Aceh, termasuk perlimpahan sebagian
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh.
Desentralisasi di bidang pemerintahan, administrasi, dan politik telah
diserahkan kepada provinsi Aceh.

Desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsep yang diberikan
kepada provinsi Aceh sebagai obat untuk mengobati penyakit sangat
akut yang menderita rakyat di provinsi ini, diharapkan dapat
menyembuhkan penyakit diskriminatif, kekecawaan, kurang percaya
kepada pemerintah pusat. Momentun tersebut disambut baik oleh elit
provinsi Aceh, sehingga wujudlah partai politik lokal yang menjadi
wadah dan kenderaan politik di provinsi ini, pada akhirnya good
governance and self government akan terbentuk di provinsi Aceh dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akan tetapi realitas
di lapangan berkata lain, hasil desentralisasi asimetris telah membuat
provinsi Aceh tertinggal jauh dalam berbagai aspek dibanding dengan
provinsi lain di tanah air. Dalam segala bidang provinsi berada pada
rangking yang mengkhawatirkan, misalnya capabilitas parlemen dan
birokrat memiliki kinerja yang belum optimal. Ini adalah merupakan sisi
gelap desentralisasi asimetris yang sedang terjadi di provinsi Aceh.
Harapan penulis dengan adanya hasil penelitian ini menjadi bahan
pemikiran dan pertimbangan seluruh elemen masyarakat Provinsi Aceh,
diharapkan mudah-mudahan desentralisasi di provinsi Aceh pada masa
mendatang menjadi lebih baik dan optimal.

Akhirnya pada tempatnya disini penulis menyampaikan terima kasih
kepada banyak pihak yang telah ikut memberi dorongan kepada penulis
dalam menyelesaikan buku ini. Di antaranya, Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si

sebagai Rektor Universitas Malikussaleh, Prof, Dr. Jamaluddin, SH. .

M.Hum, Prof. A.Hadi Arifin, M.Si, Dr. Muhammad Bin Abubakar, M.A.
Dr. Sulaiman SH. M.Hum, Fauzi, S.Sos. MA, M. Husen SP. MA, Alfian,
MA, Maryam, S.Sos. M.Sp, Nur hafni, S.Sos. M.P.A dan Eka Januar, S.IP,
M.Soc.S, kepada mereka penulis berutang semangat.

Kemudian kepada mereka yang sangat penulis cintai: isteri, anak-
anak, menantu, dan cucu, tulisan ini penulis persembahkan. Mudah-
mudahan anak penulis menjadi penulis yang handal.

viil

Semoga Allah selalu melindungi dan membimbing kita sekalian pada
Julan yang benar. Amin!

Lhokseumawe, Januari 2015

Tim Penulis

Dr. H. Rasyidin, S.Sos., MA

Drs. Tarmidi Husen, MSP
Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP
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BABIII
METODE PENELITIAN

etode penelitian sebagai alat (instrument) untuk memotret
Msituasi social dan membantu penulis dalam memecahkan

berbagai masalah, baik metodologi penelitian Kuantitatif
—zupun kualitatif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pende-
«zan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena perhatiannya lebih
w==zrah dan akurat dan kecukupan data, metode ini juga dapat mem-
szntu peneliti untuk menghindari sikap subyektif, sehingga peneliti
“zpat melakukan aktivitas penelitian secara lebih objektif pula. Meng-
st pendapat Kirk dan Miller (1986: 9) penelitian kualitatif pada awal-
=z bersumber pada pengamatan kualitatif, dengan demikian peneliti
:+2n menemukan hasil yang valid dan tidak bisa diperdebatkan.

3-1 Metodologi Kualitatif

Penelitian ini menggunakan dua metode utama. Pertama, meng-
rznakan sumber sekunder, yang terdiri dari dua bentuk, yaitu karya-
izmva yang menguraikan konsep desentralisasi, otonomi daerah baik
20z diterapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Taupun negara-negara lain yang menerapkkan konsep desentralisasi
sonsep tersebut, buku, jurnal, tesis, disertasi. dan laporan penelitian
=-elumnya serta teks pidato pemimpin Negara Republik Indonesia,
#mpinan Negara Malaysia dan pimpinan Provinsi Aceh sebagai salah
w2 sumber data dalam penelitian ini, dengan melakukan analisis yang
= mendalam dan konprehensif.



3.2 Wawancara

Adapun metode yang kedua, penelitian ini juga menggunakan
metode wawancara intensif untuk mendapatkan data primer. Wawan
cara ini dilakukan dengan para informan utama, yaitu tokoh-tokoh yang,
mengetahui atau memahami di provinsi Aceh maupun di luar provinsi
Aceh, atau mereka yang pernah membuat penelitian yang ada korelasi
dengan penelitian ini.

Para informan tersebut dipilih untuk diwawancarai, karena mereka
dianggap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang penulis
ajukan, di samping itu mereka juga berpengalaman dalam bidang desen-
tralisasi atau otonomi daerah bahkan mereka juga membuat Undang-
Undang (qanun Aceh) di provinsi Aceh. Informan-informan tersebut
juga anggota peneliti yang ada hubungan dengan desentralisasi dan oto-
nomi daerah serta pakar administrasi publik, baik praktisi maupun para
akademisi, dimana mereka mampu memberikan informasi yang kom-
prehensif sehingga menjawab persoalan penelitian ini. Hasil wawancara
ini penting untuk membantu menjawab jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan penelitian dan juga memberi input tambahan kepada data-
data dari sumber sekunder. Berdasarkan data tersebut baru ditarik
kesimpulan bagaimana sebenarnya praktik desentralisasi di provinsi
Aceh setelah lahirnya MoU Helsinki.

3.3 Kajian Pustaka

Sebagaimana dipahami bahwa dalam setiap penelitian mengguna-
kan alat penelitian seperti kajian pustaka sebagai data sekunder.
Kegunaannya adalah untuk mengetahui sejauhmana kebenaran asumsi
yang ingin dipelajari. Oleh yang demikian peneliti menggunakan peneli-

tian perpustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang *

sebenarnya. Dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data
dari bahan-bahan perpustakaan baik perpustakaan yang ada diberbagai
Universitas di Indonesia dan diberbagai perpustakaan yang ada di
provinsi Aceh.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban pertanyaan penelitian, setiap data yang,
ditemukan di lapangan baik data primer maupun data sekunder,
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mtinya data tersebut dianalisis terlebih dahulu, schingga menemukan
datn yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknis ini juga me-
It apakah desentalisasi di Aceh sudah berjalan sebagaimana mestinya
#lat menjadi masalah baru

Adapun data yang diperoleh di Japangan akan dianalisis mengguna-
kan Instrumen-instrumen seperti berikut: Reduksi dapat diartikan seba-
gl kegiatan pengumpulan, pemisahan, penyederhanaan dan transfor-
masl data dari hasil yang ditemukan pada saat data dikumpulkan di
lnpangan. Reduksi data dapat dilakukan pada saat penelitian di
lupangan, setelah peneliti di lapangan bahkan laporan tersusun dengan
Ik dan menjawab persoalan penelitian. Reduksi data juga merupakan
mlun dari analisis data dalam suatu desain analisis, menggelompokkan,
membuang data yang tidak perlu atau tidak digunakan, mengorganisasi-
kan, mengkonfirmasi dan menarik kesimpulan. Data kualitatif dapat
dlsederhanakan dan ditrasformasikan bahkan dimodifikasi dalam desain
kuantitif. Kemudian dari itu adalah penyajian data (display data) meru-
pikan kegiatan analisis data, data dan informasi atau informasi yang
ditemukan dilapangan dan dimaknai atau ditafsirkan dimatrikkan atau
ditampilkan melalui diagram dan tabel dan lain sejenisnya, Setelah data
ditafsirkan atau dijelaskan, maka disusun kesimpulannya, karena kesim-
pulan merupakan sekumpulan informasi atau informasi yang disusun
berdasarkan data yang ditemukan di lapangan apakah data primer
maupun data sekunder. Data temuan di lapangan dibahas dan dianalisis
lengan kerangka teori. Konsep dan pendekatan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Uraian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang
sesuai dengan teori, konsep dan pendekatan yang digunakan dalam
penclitian ini. Metode penelitian kualitatif dengan jalan mengumpulkan
dengan wawancara peneliti akan menemukan data primer yang validity
#lau keesahan, makna dari keesahan atau palidity tersebut adalah alat
kerja yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Validitas suatu alat
penelitian  yang dapat menggambarkan sejauhmana pemberdayaan
tersebut dapat diukur secara efektif.

Data sekunder yang peneliti temukan dari berbagai sumber baik dari

telaah buku, jurnal, koran maupun data elektronik (on line peneliti
pergunakan untuk menguji kebenaran dari data primer. Umumnya
metode ini lebih sesuai untuk mengalisis tingkat keberhasilan dan
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tingkat kegagalan penerapan desentralisasi di provinsi Aceh. Dengan
demikian penelitian ini akan memperoleh efektivitas temuan penelitian

dan mampu memberi jawaban atas pertanyaan penelitian dari penelitian
ini.
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BAB VIII PENUTUP

pasca Memorandum of Understanting (MoU) Helsinki, terdapat

banyak perubahan di bidang politik dan administrasi negara di
Provinsi Aceh terutama yang berkaitan dengan penerapan desentralisasi
atau otonomi daerah. Dengan adanya MoU Helsinki telah membidani
lahirnya Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang pemerintah
Aceh (UU PA), dalam UU PA ini telah dicantumkan berbagai panduan
kehidupan berpemerintahan yang baik di provinsi Aceh yang didasarkan
kepada kearifan lokal (local wisdom). UU PA ini juga telah memperkuat
praktiknya desenstralisasi diseluruh bidang di provinsi Aceh, baik di
bidang politik, bidang administrasi negara, bidang hukum, bidang
ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan lain seumpamanya. UU PA juga
* berfungsi sebagai pedoman atau panduan dalam pemerintahan provinsi
Aceh, dan diharapkan terwujud pemerintah yang bersih dan memiliki
kepemerintahan yang baik (good governance). Provinsi Aceh dengan
didukung oleh UU PA menjadi sebuah provinsi yang bermartabat dalam
segala hal tanpa terkecuali.

Berdasarkan realita yang terjadi pada masa pasca reformasi dan

Kelahiran desentralisasi atau otonomi daerah dengan wajah baru
merupakan sebuah realita yang diharapkan oleh seluruh warga provinsi
Aceh, walaupun desentralisasi tersebut belum mampu menjawab
berbagai persoalan provinsi Aceh selama ini. Di satu sisi penerapan
desentralisasi mendatangkan berbagai keuntungan untuk kemajuan di
provinsi ini, karena dengan konsep inilah Provinsi Aceh dapat diurus
sesuai dengan kondisi daerah yang didasarkan kepada kearifan lokal
(local wisdom). Provinsi Aceh memiliki dasar yang sangat kuat untuk
mengurus rumah tangganya sendiri secara transparan, akuntabel dan
mandiri berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat di
Provinsi Aceh.
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Di sisi lain desentralisasi ini membawa benceana yang sangat daliyad
dalam pt?mef'intuhun di provinsi Acch, ini mvrn;;uk;m sisil pelapnyi
32;11;':3;2&:151 r:;au (gogomi daerah apabila dibandingkan llt‘ll].',.‘lln e
ey e sa Orde Baru (ORBA) yang menerapkan sentralisl

erja. i banyak kelemahan dalam mengelola pemerintah di provinal
A'(‘,e}.l. Terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang sanyal
mgmﬁlfan diberbagai bidang pemerintahan, sehingga pemerintalh Iluwl:;:‘
berhasil mensejahterakan warga Provinsi Aceh secara optimal, |\.u|||i::

rse h | Il]},lll"

. Desentralisasi belum mampu memberikan pelayanan publik yan
p}'lme.l lkepada masyarakat secara memuaskan, masih lerd .1.:
diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik tersebut Iii:-nll‘I “i
y;‘mg belum memiliki atau belum memenuhi kualitas minim-;l me t-Il:l
ditetapkan  bukan berdasarkan keahlian akan tetapi lebi‘h, llc"-“ I“
pl‘lllllt"(illl semata. Pendekatan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil {(I"‘;:'l‘
manih dominan  menggunakan model immediate survivalll' 1 3
penarikian pegawai bukan berdasarkan atribut personal (berd'llll- 'L”"“
pendidikan, keahlian, keterampilan, kemampuan, pengalaman {.l';l‘ ‘:l k“"
serta karisma), namun yang ditarik menjadi PNS :berdasarkan ku]ufc‘:"l- “l:
sT'mulu. Schingga pada akhirnya PNS hanya memiliki ku-u:;illm
(]llm}lahnya) saj'a yang signifikan, namun tidak memiliki kualitas (Inmt:‘nl;
fn}n;mkal seperti yang d.iin.ginkal-l oleh masyarakat provinsi ini. Kejading
ini bukan hanya terjadi di provinsi Aceh saja, namun terjadi di scluil
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). S

Rak}?;s;l:;rsh(sg? R{;};gad belum mampu m(?lahirkan Dewan Perwakilun
e oo ey ar'l D.ewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kola
onct B o DI;:ROEHSl Aceh yang memiliki kualitas lebih Dk
s sebelun} re.formasi berlangsung. Secari juju

p ¢ 1§e-1.3tkan bahwa desentralisasi di provinsi Aceh selama ini manil
memiliki sisi gelapnya. Desentralisasi politik di Provinsi Aceh pada lI'I r: ‘
sekarang.hanya pada tataran melahir partai politik lokal (PARI ‘t )I; ) ! ",
namun nilai yang sangat substansi belum mampu disentuh s;un‘u sk .:Ilil“

. bz:izllbl]ltas desentralisasi dalam bidang fiskal atau keuangan daciah

oy anm mampu mem'mjukkan hasil yang menggembirakan, seligs

- gEalrannyalmamh memiliki kelemahan-kelemahan. Daya covng
aran belum ada kemajuan yang berarti, schi i

N wjuan yang berarti, schingga setiap Talow

halikan ke pemerintah pusat. Pada

yran provinsi Aceh haros dikem
lum dibangun di Aceh dan

| maosih banyak inprastruktur yang he
yarakat sangal membutuhkan hal tersebut.
Keistemewaan provinsi Aceh seperti tertera dalam Undang-Undang
Aceh juga belum menam-
kan hasil yang menggembirakan. Salah satu keistimewaan provinsi
h yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah di bidang
didikan, namun yang terjadi dalam realita bahwa pendidikan
insi Aceh masih berada pada rangking terbawah bila dibandingkan
gan provinsi tetangga di negara republik Indonesia. Kualitas pendi-
n di Provinsi Aceh semestinya berada pada rangking-rangking ter-
. apabila ditinjau dengan keberadaan anggaran pendidikan yang
lokasikan pemerintah Aceh sebesar 20% dari APBA setiap Tahunnya.
ntralisasi pendidikan telah mengamanahkan terbentuknya Majelis
didikan Daerah (MPD) baik ditingkat provinsi maupun di seluruh
bupaten/kota di provinsi ini. Menurut hasil penelitian bahwa MPD di
insi Aceh belum mempunyai kinerja yang baik dalam membina dan
ngawasi serta memberikan input kepada pemerintah daerah, khusus-
dalam memajukan pendidikan di seluruh provinsi Aceh, hanya
berapa MPD saja yang memiliki kinerja dan dapat dikategorikan
lam peringkat baik.

Desentralisasi dalam bidang agama belumpun bisa dikategorikan
vhasil, walaupun telah menerapkan syariat Islam diseluruh aktivitas
Johidupan di provinsi ini, namun apabila dilakukan observasi secara
fuliti dan komprehensif juga masih mengalami kelemahan di berbagai
sektor. Syariat Islam dalam penerapan di Aceh belummenyentuh hal-hal
yang prinsip, penerapannya baru tataran yang dangkal, misalnya pada
poemakaian jilbab bagi kaum perempuan saja. Syariat Islam belum
mampu menyentuh pada sektor yang lebih penting, seperti bidang

munmalat yang mencakupi di bidang ekonomi Islam, Politik Islam dan

Wdang-bidang lainnya. Generasi muda di Aceh sekitar 60% buta aksara

Al Qur'an menurut hasil penelitian, ini menunjukkan desentralisasi di
Widang, agama belum mampu memberikan hasil yang memuaskan semua

pihah di provinsi Acch.
perdasarkan uraian pada bab-bab, maka dapat disimpulkan bahwa
asi di provinsi Aceh adalah: Desenstralisasi
antitesis atas sentrali-
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desentralisasi pasca reform
Hapat dimengerti sebagai sehagai sebuah proses



sasi yang dijalankan pada sentralisasi pada masa frezim Orde Baru
(ORBA) yang sangat otokratik, akan tetapi hal tersebut dirobah untuk
menyempurnakan proses pendalaman berdemokrasi (deepening demo-
cracy) di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih khusus di provinsi
Aceh.

Desentralisasi pada mulanya menjanjikan berbagai hal yang ber-
kaitan dengan otonomi daerah, melahirkan pemerintah yang bersih,
pelayanan publik yang prima, akuntabel dan kesejahteraan masyarakat
baik dalam konteks Negara Indonesian maupun dalam konteks peme-
rintahan Aceh. Dalam perjalanannya praktik desentralisasi memberikan
potret buram yang menakutkan. Perilaku elit politik lokal atau daerah,
korupsi berjamaah, praktik dinasti kecil yang sangat dominan. Kemis-
kinan dan pengangguran yang meraja lela.

Dengan menerapkan desentralisasi di provinsi Aceh telah tumbuh
paham lokalisme yang menimbulkan istilah putra-daerahisme yang
sangat menonjol, inefesiensi anggaran (pemborosan keuangan daerah),
duplikasi pekerjaan antara pusat dan daerah sangat dominan atau
menonjol.
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